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ABSTRAK

SAMSUL ARDI, 2022. Good Environmental Governance (Studi Kasus

Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto, (dibimbing oleh Nuryanti
Mustari dan Ahmad Taufik)
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pengawasan r ;
Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat I}nlam Pengelolaan Taman Turatea adalah

sebagai pengawas terhadap pemeliharaan Taman Turatea bekerja sama dengan
masyvarakat.

Kata Kunci: Good Environmental Governance. Taman Turatea
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

para pengunjung, dilihat dan dapat dinikmati sebagai pelampiasan bagi vang
sedang berkunjung, Taman Turatea ini tidak jauh beda dengan potensi wisata,
yang ada di daerah Sulawesi selatan lainnya. Menariknya, jika potensi wisata ini
berdedikasi pelestarian alam. Hal ini dibuktikan, wahana yang ditawarkan terbuat
dari gasebo. Adapun wahana yang disajikan yakni kolam yang diisi dengan ikan

yang dapat dilihat para pengunjung. serta dilengkapi dengan alat permainan




tradisional yang terbuat dari bambu. Melihat besamnya fungsi dan peran RTH

untuk menjamin kesimbangan kota, ada sebuah edukasi yang membuat sebuah

program, kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan,

elapi meningkatkan
daya tarik bagi para pengunjung, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan
dan juga dapat menambah keindahan dan keasrian kota. Kondisi ini perlu
mendapatkan banyak perhatian dari semua kalangan pihak terutama Pemerintah
setempat, untuk itu sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus karena
betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan pada seluruh ruang
terbuka hijau, di samping itu juga harus didukung dengan keterlibatan langsung




oleh warga masyarakat, dan perwakilan swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau tersebut, agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik, dan benar

sehingga menambah kelestarian |, dan keindahan serta dapat menjaga

kerbersihan kota.
Kota sebagai aws 3 0 aktifitas manusia, merupakan

tuk dikunjungi oleh

kota wisata. Komponen produk pariwisata itu sendiri terdiri atas angkutan wisata,

atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Jika dilihat dengan secara seksama, ada beberapa kota sekarang ini telah
memiliki beberapa Ruang Terbuka Hijau yang telah dikelofa oleh pemerintah
setempat, yang telah difungsikan dengan baik serta dapat meningkatkan reputasi
kota itu sendiri, Dengan melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara baik




dan benar, diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi semua masarakat,

diantaranya dapat memperindah kota, menyejukkan udara kota, mengurangi

kebisingan, menyerap dan meresap polusi, sebagai sarana rekreasi, penelitian dan

pada nilai-nilai tertentu. Kalau kita sepakat bahwa penilaian baik atau buruk perlu
dilakukan dalam bingkai penghormatan, terhadap kedaulatan ekosistem maka
pemikiran tentang baik. buruknya tata kelola lingkungan atau environmenmtal
governance tidak harus dilihat dari kacamata antropesentrik. dalam kaitannya
dengan keperluan untuk keluar dari pendekatan yang managerliastik tersebut,
perlu di cermati bahwa pemaknaan good governance dalam pengeloaan
lingkungan hidup, perlu dipastikan bahwa kita dapat terjebak dalam




antroposentrisme, sungguh pun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran tentang

governance merupakan arti penting tentang pengkajian interaksi antar manusia.

an untuk memahami dan

an ckosistem, lebih

e e —
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masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut
Agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik dan benar sehingga
menambah kelestarian dan keindahan kota.

Fakta yang terjadi pada tata kelola Ruang Terbuka Hijau, yang berada di
Kelurahan Empoang, pengelolaan sepenuhnya ditangani langsung oleh
masyarakat, dimana masyarakat menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang




teratur, dan baik. Peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Turatea dianggap
baik dan indah, berkembang dengan pesat dilihat dari banyaknya pengunjung
yang datang, disebabkan karena pmgalula.an yang baik, hal inilah vang membuat
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I. Untuk mengets

terwujudnya (good environmental governance) di Kabupaten Jeneponto?
2. Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

pengelolaan Taman Turatea sehingga terwujudnya good environmenial

governance di Kabupaten Jeneponto?




D. Kegunaan Penelitian
Dari uraian tujuan penelitian di atas dapat diambil manfaat penelitian
sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari peneliti




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Konsep Environmental Governe

W oD .uac
g
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Pemerintah merupakan salah satu pelaku utama dalam membangun tata kelola
lingkungan yang baik dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainya.

Dalam good governance tidak lagi hanya pemerintah tetapi juga citizen,
masyarakat terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governance Jadi
ada penyelenggara pemerintah, penyelewengan swasta, dan organisasi
masyarakat. Hal ini Karena perubahan paradigma pembangunan dengan



peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak
sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang

kondusif, dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

pila masyarakat dan sektor swasta
sendiri sudah  semakip

pembangunan // hb " ﬂ
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menunjuk penggunaan otorita spolitik, ekonomi dan administrasi dalam
mengelola masalah-masalah kenegaraan.
Menurut Wahab (Tangkilisan, 2005: 34) menyebut good governance adalah

suatu konsep dalam penyelengaraan manajemen pembangunan, vang solid dan

bertanggung jawab. sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dan investasi, yang langka dan pencegahan korupsi




10

baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political framework, aktivitas kewiraswastaan. Selanjutnya,

menurut Ismanto (2005) good governange secara istilah merujuk pada kultur dan

kelola pemerintahan adalah penggunaan wewenang ckonomi politik dan

administrasi, guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.Tata
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga
dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
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perbedaan-perbedaan  diantara mereka.Jelas bahwa good governance adalah
masalah pertimbangan antara Negara, pasar dan masyarakat.
Menurut United Nation Development Pogram (UNDP) mengemukakan

|1 14 b
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o
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memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat

monitoring dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsivenes):setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan
pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (Srake
halders).




5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): pemerintah yang baik (good
governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai
kepentingan yang berbeda, untuk ,mencapai consensus atau kesepakatan
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9. Bervisi strategis : para pemimpin dan warga memilik perspektif yang luas, dan
jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakanya kebutuhan
untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis,
kultur, dan kompleksitas social yang mendasari perspektif mereka.




Untuk mengetahui gagasan dan praktek good governance, maka inti good
governance adalah seni pemerintah yang berpihak pada rule of law, dengan

elemen transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen

tersebut menyadarkan kita bahws A\:: adalah seperangkat tindakan
yang memberikan pagar __4/ ses pemerintahan dengan fungsi

s//
o

¥

"
\% ,

yang konstri
Selain itu pera L‘\_A___—-——\i
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelavan
prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh
masyarakat”,
Dari beberapa pemaparan mengenai good governance diatas terdapat
beberapa unsur penting didalamnya dan saling berkesinambungan. Unsur-unsur

dalam pemerintahan terdapat tiga macam unsur yaitu :
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1. Negara/Pemerintah : konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan

kenegaraan, tetapi lebih jauh dari it melibatkan pula sektor swasta dan
|
kelembagaan masyarakat madani.

(environmental) adalah the physical, c#emfmf, and biotic, condition surrounding
‘and organism (fisik, kimia. dan kondisi biotik sekitarnya).

Menurut 8. J. McNaughton dan Larry L.wolf (dalam Soemarwoto 2004: 57)
menjelaskan lingkungan hidup (environmental) adalah semua faktor eksternal
yang bersifat biologis dan fisika ynling langsung mempengaruhi kehidupan,
pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Sedangkan Menurut St.
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Munandjat (dalam Soemarwoto 2004: 57) menjelaskan lingkungan hidup
(environmental) adalah semuabenda dan kondisi yang ada dalam Ruang terbuka
danTempat yang mempengaruhi kehidupan kita.

Menurut Muljono (2008 :20

nilai-nilai ekologis.
B.  Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi

ckologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH)
(Urban Green Open Space) yang ada, termasuk halaman bangunan pribadi yang
dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang ditanami tetumbuhan,
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Dari berbagai referensi dan pengertiantentang eksistensi nyatanya sehari-hari,
maka Ruang Terbuka, dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai;
ruang terbuka yang berfungsi

sebagai kawasan lindung, ka 4A lingdung, kawasan hijau

anian 'dﬂ]']. kawaﬁaﬂ hijﬂll

2.Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting keberadaanya di dalam tata
ruang sangat bagus di kelola dengan baik bagi masyarakat pedesaan, Ruang
Terbuka Hijau (RTH) tersebut mempunyai Fungsi yang sangat vital bagi
kelangsungan lingkungan perkotaan dimana fungsi dari Ruang Terbuka Hijau



| Wil Bgrame LA
L_hi‘.‘i'ﬁ-f:’:ﬂﬁ fiﬁth&ﬁ&ﬁﬂ {

(RTH) tersebut antara lain, sebagai daya dukung ekosistem pengendalian
Thermosape di kawasan perkotaan, keadaan lansekap (7Thermosape) dapat
dijadikan sebagai suatu model untuk p

hitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

o terbuka

ruang  yang
memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unusur-unsur
perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai
koridor kota.

4. RTH yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu
objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat

membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan linggi,




Jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah

penyangga.

5. RTH yang bcfﬁmg&i sebagai_dfua menunjang  pelestarian  dan

i wilayah konservasi atau

LICEEET

keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai
sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan sebagai tempat
vang sehat dan layak huni tapi juga nyaman di nikmati oleh para pengunjung,
Dalam masalah perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian
atau salah satu sub-sistem dari sistem perkotaan secara keseluruhan. Ruang

Terbuka Hijau (RTH) sengaja dibangun secara merata diseluruh Wilayah
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Perkotaan, untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan
menjadi :

I. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang me)

beri jaminan pengadaan Ruang Terbuka

Hijau(RTH), menjadi bagian da

.y/‘

[asl udara, pengatur iklim mikro
amipdapat berlangsung lancar,

jan, penyedia habitat

4
\“P\KASS <
no ‘- - \\ ',)

dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman, Kenyamanan ini

ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara fakior-fakior suhu udara,
kelembapan udara, cahaya, dan pergerakan angin Ruang Terbuka Hijau (RTH)
membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya Ruang Terbuka Hijau

maka secara alami udara akan terdum;lg..' sebaliknva pada malam hari, udara

dingin akan turun dibawah tajuk pepchonan.




Sejalan dengan fungsi, Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat sebagai
paru-paru maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman,

Kenyamanan i ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor

=)
wp\KAss‘, "«70
\\ “hp o

bertuliskan nama yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat
dilihat schari-hari serta informasi lain terkait. Dengan demikian, pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), akan lebih dimengerti kepentinganya (apresiarif)
sehingga tertib. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus merupakan (fasilitas
rekreasi yang lokasinya unik di bagian perkotaan, dan amat penting bagi
perkembangan kejiwaan penduduknya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai
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jembatan untuk saling berinteraksi pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi
kegian.

C. Konsep Kolaborasi Aktor Governance

\\ (7/
S/
\.1‘0\1:%‘“-“,:'{'/% ,//

pihak, collabe

terletak pada s
Secara umum collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan

sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan berikut:

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi:

2. Konflik antar kelompok kepentingan bersifat laten dan sulit diredam:

3. Upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik.




Coordination dan cooperation merupakan upaya pihak vang berbeda untuk
mencapai tujuan bersama bersifat statis. Aspek collaboration, seluruh pihak
bekerjasama dan membangun consensus mencapai keputusan menghasilkan

kﬁmﬁn hﬂgi Et'-‘Iuruh allih Rels watar pihak bersifat terus menerus dan

in, 2015, hlm. 25).

ance yaitu sebagai

N Ah, ,//

proses  kolaboratif
sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis.

5. Mengurangi biaya transaksi Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika
mereka mengaharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategis.

6. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi Meningkatkan fitur demokratis sistem

pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil



membangun jaringan organisasi dan sosial (Imperial dalam Sabaruddin, 2015,
hlm. 49),

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa

6. fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik (Ansell
& Gash, 2007, him. 6).

Collaborative governance sebagai rezim hukum, aturan, keputusan
peradilan dan praktik administratif membatasi, menentukan dan memungkinkan
penyediaan secara publik barang dan layanan yang didukung memberikan ruang
bagi pemerintahan dengan struktur tradisional serta bentuk yang muncul dari




badan pengambilan keputusan (publik) maupun swasta, (Lynn, Heinrich dan Hill
dalam Ansell & Gash, 2007, him. 3). Collaborative governance merupakan sebuah

proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan

L, dalan 07
\‘\“!'”

3

W

ang-undang Dasar 1945
Amandemen I-1V dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengimplementasikan hal
tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup.
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b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan linglkungan hidup
dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetika.

¢. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/ atau

subyek hukum lainya serta

¢. Bahwa semangat otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan
kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang
perlindungan dan pengelolalaan lingkungan hidup.

d. Bahwa kualitas lingkungan hidup vang semakin menurun telah mengancam
perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainya sehingga perlu di lakukan
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sungguh dan konsisten

oleh semua pemangku kepentingan,

e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan

aman selebihnya itu,
di serahkan kepada pemerintah untuk mengelola taman itu kembali. Selain dari
pada itu swasta merupakan pelaku pembangunan penting, dalam pemanfaatan
ruang. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran
swasta yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan sama seperti peran yang
diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang
berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan




oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga
sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau, yang ada pada
pedesaan atau perkotaan.

Di dalam Pasal | Butir g terbuka hijau adalah area

geunaannya lebih bersifat

-\

pemerintah daers
secara umum.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas ‘
dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak, vang
sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan
berkembang biak. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana
lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai




masyarakat perkotaan. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan

masyarakal memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan

(23

///:,l“;n\\\,

pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Undang-

Undang nomor 32 tahun 2009:

a. Bahwa lingkungan hidup yang baik, dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan, dalam pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagajaman diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

diselenggarakan  berdasarkan prinsip pembangunnan berkelanjutan dan

ey,

san terhadap hak
ang  baik, dan sehat
sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. perlu
dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, hruf e, hururf f, perlu membentuk Undang-Undang

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan




lingkungan hidup swasta berfungsi menyediakan fasilitas yang berguna untuk
pengelolaan lingkungan hidup. Dimana, pembangunan lingkungan hidup seperti

halnya dalam pengelolaan taman, pihak swasta berfungsi menyediakan fasilitas

lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai
masyarakat kota.
Setiap orang adalah bagian dari masyarakat, memiliki hak, kewajiban dan
peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat
Desa, pelosok maupun Kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya

ditempat-tempat lertentu saja namun seluruh wilayah Negara kesatuan Repuplik
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Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam
mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.
Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
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Governance, Good Environmental

Governance menurut terjemahan bebas adalah kepemerintahan yang baik di
bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementrian Lingkungan Hidup
diterjemahkanlingkungan.Penerapan prinsip Good Environmental Governance
dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan Good
Governance.Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus

mendukung perwujudan pemerintahan yang baik, dan memberikan aspek




perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem.Dalam mewujudkan Good
Enviranmental Governance dapat melihat bagaimana pengisian hijau tanaman,

atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.Pada

pengelolaan Good Environmen, e terlibal beberapa stekholder yang

ital Governance. Mengenai
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E. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu;
3. Bagaimana tata kelola (Governance) Taman Turatea sehingga terwujudnya
(good environmental governance) di Kabupaten Jeneponto?
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4. Bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

pengelolaan Taman Turatea sehingga terwujudnya (good emvironmental
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‘yang melakukan pengelolaan Tamm} Turatea bekerja samadengan pihak swasta
dan masyarakat, masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan
Taman Turatea sehingga terciptanya Good Environmental Governance (tata
kelola lingkungan yang baik).

4. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (Good
Governance) adalah sebagai berikut




a. Partisipasi : setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki maupun
perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan,

sesuai dengan kepentingan « pirasinya masing-masing. Partisipasinya

i-;.ebebasan berserikat dan

51 narticim:

aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara

bebas oleh mereka yang membutuhkanya, dan informasi harus dapat

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat

digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.




BAB ITl

METODE PENELITIAN

Fenomenalogi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena yang
terjadi di lapangan.
C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, sehingga
data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut
berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan

catatan Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah

‘35
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ingin menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena secara terperinci,
mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

2. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, vaitu

5.  Masyarakat pengunjung 4 Orang

Jumlah Informan 12 orang
E. Teknik Pengumpulan Data
I. Wawancara, yaitu peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam
terhadap pemangku kebijakan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yang baik.
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2. Observasi, yaitu peneliti akan melakukan pengamatan langsung berkaitan

dengan pengelolaan Taman Turatea yang baik oleh Pemerintah Kabupaten

Jeneponto,

2. Penyajian s
Penyajian data di maksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk
melihat gambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data
penclitian, Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk
tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut

kemudian dipilah-pilah dan diisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan

disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk di tampilkan agar selaras
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dengan permasalahan yang dihadapi. Termasuk kesimpulan-kesimpulan
sementara yang di peroleh pada waktu data direduksi

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (Drawing And Verifving Conclusions)

s sepanjang proses penelitian

selama proses pengumpulan

\ iamakna dari data vang

dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang

2. Trianggulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat

kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberpa teknik pengumpulan
data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksa dokumen serta
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pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan
beberapa sumber data dengan metode yang sama .

3. Trianggulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Gambaran Umum Lokasi Penelitian

kabupaten Jeneponi ahan, antara lain:

-------
.....

lain: yakni sebelah utara dengan kecamatan Turatea sebelah timur dengan

kecamatan Batang, tepat sebelah selatan dengan laut Flores dan sebelah barat
Kecamatan Tamalatea. Kecamatan Binamu dengan ibu kota Bontosunggu, dengan
luas wilayah 69,49 KM persegi. Taman Turatea memberi penjelasan bahwa
secara geografis, memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan maupun

dari sisi ekonomi dan disini tidak ada jasa distribusi yang tentunya akan lebih

Kelurahan
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efisien dan tidak mempersulit para pengunjung dibandingkan dengan daerah lain,
Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan

kabupaten bantaeng. yang di kenal sebagai tempat pariwisatanya dimana-mana
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dapan. Daerah
endapan terjadi di sungai, danau yang terletak di dataran rendah, ataupun
cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah Alluvial tergolong
sebagai tanah muda. vang terbentuk dengan adanya endapan halus pada aliran
sungai. Sedangkan tanah gromosol adalah jenis tanh yang terbemuk adanya
batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga
tidak ada aktivitas organik yang terdapat didalamnya. Terkadang tanah ini terjadi
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akibat konkresi kapur dengan adanya unsur kapur lunak dan skan etrus

berkembang menjadi lapisan yang tebal dan keras. Maka dari tanah yang ada di

Kecamatan Binamu yang dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau akan selalu

Kecamatan Binamu merupakan kecamatan yang cukup strategis karena
memiliki beberapa objek Taman yang potensial, dengan keberadannya yang
ditengah tengah kabupaten sehingga wilayah ini menjadi pusat perhatian dari
masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat bersantai, sehingga kemudian perlu
dikembangkan mengenai jenis fasilitas yang memadai. Seperti halnya demi

kenyamanan untuk umum maka diperlukan adanya bang sampah, sehingga
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pandangan mata tak tlerganggu dengan kondisi kebersihan wilayah Taman
tersebut.
Dengan mengembangkan objek Taman yang ada di Kecamatan Binamu ini,

otomatis akan berdampamapak s JA. peningkatan rasa

s

para pemuda masyarakat
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sendiri memiliki beberapa taman sebagai tempat olahraga serta tempar untuk
kunjungan masyarakat terdiri dari: Taman Turatea, Taman Siswa Taman Lalu-
Lintas, Taman Tamarunang. Taman Turatea merupakan taman yang terletak, di J
Pelita Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Binamu memiliki topografi dengan (mendatar) dan kemiringan

lahan 0-10 meter dengan hamparan yang berada pada ketinggian antara ketinggion




- 1.000 mdpl Km dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan sering
mengalami longsor pada musim hujan, terutama pada saat hujan turun bersamaan,

Secara umum topografi di Kecamatan Binamu adalah vang letaknya berada

Hijau ini agar memperhatikan dan lebih antusias mengembangkan ini. Didalam
Taman Turatea juga terdapat wahana permainan anak-anak 4 buah, gascbo
sebanyak 8 buah dengan ukuran masing-masing 2x3 meter dan ada pula beberapa

jenis pepohonan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung sebagai tempat

berteduh. Dengan keberadaan beberapa wahana yang ada didalamnya, masyarakat
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antusias lebih antusias mengunjungi Taman Turatea, yang berada dijalan poros
menuju Bantaeng berdekatan dengan rumah jabatan Bupati Kabupaten Jeneponto.

Tabel 4.1. Pengelolaan Taman Turatea

Taman Turatea

o \\{....,

kurun waktu selama 5 (lima) tahun sejak tahun -2014 sebagai pijakan langkah
tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk itu visi dan
misi dan kebersihan Taman Turatea yang diintegrasikan dalam visi dan misi,
sebagai wujud atau bentuk masa depan yang selalu diharapkan dimana rumusan

visi mencerminkan kebutuhan yang sangat fundamental dan ini -sakaligus




merefleksikan, dimana pembagunan dari berbagai aspek pengelolaan tugas pokok

dan kebersihan sebagai berikut : “Tamuan Turatea unik nyaman dan indah”.

b. Misi

Governance.
5. Lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan
persampahan kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Fungsi Bidang pegelolaan Taman Turatea
Masyarakat dalam hal ini pengelola Taman Turatea diamtaranya, bidang
vang memiliki fungsi sebagai berikut :
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a) Melaksanakan penyusunan Kinerja tugas dan pokok sesuai dengan fungsinya..

b) Penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis dalam pembangunan, serta

pemeliharaan bangunan dan tata keindahan (dekorasi), Penyiapan bahan
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kayu sehingga dapat dikatakan sebagai pengelolaan vang cukup baik, di
Kabupaten Jeneponto dan masuk tingkat provinsi dan mewakili sulawesi selatan,

B. Tata Kelola (Governance) Taman Turatea Sehingga Terwujudnya Good
Environmental Governance.
Dalam pengenalan tata kelola (governance), penulis menjabarkan tata cara

mengelola lingkungan  yang diharapkan (Good Envirenmental Governance)

dimana pada pengelolaan lingkungan yang baik ini terdapat beberapa kerja sama




antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Jeneponto dalam hal ini masyarakat, sebagai pengelola Berikut beberapa prinsip-

prinsip atau  unsur-unsur yang di gunakan dalam Good Environmental

serta tanggung jawabnya terhadap setiap pengambilan sebuah keputusan demi
tercapainya sebuah tujuan, yang telah ditentukan bersama. Ada beberapa pihak
yang berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kelurahan
Empoang Kecamatan Binamu, diantaranya masyarakat, dalam hal ini masyarakat
sebagai pengelola, dan sebagai pelaksana pembangunan, penataan dan
pengembangan fungsi-fungsi, pemeliharaan Taman Turatea dalam melakukan hal-

hal sebagai melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pengelola
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Taman Turatea Penyiapan Gasebo terbuat dari kayu, melakukan pemeliharaan,

pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi) Melaksanakan dan
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tercapainya s ;

selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu: unsur dua pihak atau lebih,
unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Dalam sebuah kerjasama tentunya
masing- masing pihak mengusung kepentingannya dengan memberikan kontribusi
atas kapasitas yang di milikinya, namun tetap berarah pada pencapaian tujuan



Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pihak pemerintah, masyarakat,
dan pihak swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dan saling

topan-menopang dengan batasan-batasan dan aturan yang berlaku dan telah

e |

ejak ta 002, KEH telah mendorong pemerintah
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). SLHD merupakan laporan tahunan dari
pemerintah daerah kepada publik yang mengambarkan kondisi dan pengelolaan
lingkungan hidup di masing-masing daerah vang ber ada Sulawesi selatan.

wawancara yang terkail temtang bagaimana cara dalam pengeloaan

(Governance) Taman Turatea, di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu
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sehingga terwujudnya good environmental governance maka pengelola Taman,
menyatakan :

“Menurut saya Taman Turatea ini, sebelum di garap itu adalah lahan kosong
yang sangat mengganggu pemandangan ketika sedang melintas, sehingga
berjalan dengan seiringnys /«‘/\ Pemerintah Daerah melakukan perubahan
pada lahan kosong yang dul at gersang sekarang diubah menjadi
lahan Ruang Te i yang sekarang ini dan

Turatea dapat
disimpulkan bahwa partisipasi, pihak swasta, dalam pengelola adalah pihak
swasta memberikan hanya sebatas suport namun tidak ada program vyang
berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada itu
Partisipasi masyarakal dalam pengelolaan Taman Turatea. masvarakat sebagai
pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada seperti gasebo,
permainan anak-anak dan lain-lain, maka masyarakat dapat memberikan kritik
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yang membangun, serta memberikan solusi sehingga pengelolaan dapat lebih baik
lagi. Sehubungan dengan hasil wawancara terkait partisipasi pada pengelolaan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengunjung yang
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partisipasi pemerintah, swasta dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa
beberapa pihak yang terkait berpartisipasi, dan bekerja sama dalam pengelolaan
Taman Turatea, sehingga pengelolaan yang dapat dilakukan dengan baik adapun
beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk lebmeningkatkan fungsi Taman

Turatea:
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2. Rule Of Law (Aturan Hukum)

Aturan Hukum (Rule Of Law) merupakan, Kerangka aturan hukum dan
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endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu,
Berkaitan dengan penjelasan tentang Rule Of Law hasil wawancara Kepala

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto yaitu menyatakan
bahwa :

* Adapun peraturan pemerintah daerah Kabuapaten Jeneponto tentang dinas
lingkungan hidup dan kebersihan, yang tertera pada tahun 2014 Nomor 5
tahun 2009 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa Kebersihan mempunyai
tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang
penghijauan, tata keindahan dan ada salah satu tempat di Kabuapaten




Jeneponto, yaitu Taman Turatea, dengan adanya Taman inj mampu
meminimalisir kegersangan yang ada dan menciptakan lahan Ruang
Terbuka Hijau (RTH), kami dari pihak Peduli Lingkungan Hidup sangat
berpartisipasi atau sangat merespon dengan adanya tempat yang seperti
Taman Turatea’”.

(Hasil wawancara, A.M, 25/042023

_

kukan peren \ Kungan hidup, yang di
Kahupaten Ien@antu ini dzn d: humpkan dapa: memotivasi masrakat yang
di pedesaan maupun perkotaan seperti halnya di Kecamatan Binamu dan
bekerjasama masyarakat dan pemerintah.”

(Hasil wawancara,$.A,27/04/2022)

Berdasarkan hasil wawancara harus kita pahami bahwa, setiap bangsa vang
berkebudayaan menunjukkan pandangan hidup sendiri, peneliti menyatakan
bahwa cara hidup menentukan seseorang. Namun begitu pandangan hidup tercipta

maka cara hidupnya pun di tentukan, demikian terjadi kedua unsur budaya secara
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struktural. Manusia adalah pelaku utama yang bertingkah laku dalam batas suatu
lingkungan vang mengkondisikannya, sedangkan lingkungan hidup harus kita
jaga dengan sebaik baiknya masalahnya sekarang ialah sejauh mana peranan dan

pengaruh pandangan hidup terhadap tingkah laku manusia.

L
+ A e

menyatakan bahwa:

" saya melihat Taman Turatea ini adalah Tempat wiasata yang bagus di
pandang dan menarik bagi saya karna terdapat gazebo dan tempat duduk
bagus yang terbuat dari kayu, selama ini banyak tempat wisata yang lain
di seluruh Kabupaten Jeneponto, tapi inilah Taman Turatea ketika masuk
ada tempat bermain anak dan khusus bagi para ibu-ibu yang hobinva
dance juga bisa dilakukan disini, itulah selalu membuat sava selalu
berkunjung ke tempat ini, yang paling bagusnya lagi karena Pemerintah
setempat bekerjasama dengan masyarakat. Ketika saya bertanya kepada
pengelola Taman ini Pemerintah siap transparansi pembangunan taman
ini.



."(Hasil Wawancara,B.A,29/04/2022)"
Berkaitan dengan penjelasan transparansi pemerintah pada pengelolaan

Taman Turatea yang berada di Kecamatan Binamu agar terwujudnya transparansi
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Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan pada pengelola
Taman Turatea tentang transparansi maka dapat disimpulkan bahwa adanya
keterbukaan dalam pengelolaan Taman ini merupakan bentuk transparansi vang
dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama oleh pihak swasta dan masyarakat

dalam pengelolaa Taman Turatea di Kabupaten Jeneponto,
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C.Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam
Pengelolaan Taman Turatea Sehingga Terwujudnya Good Environmental
Governance

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi antara beberapa

nerima akibat dan manfaar

can tipe kerja sama yang
hanya memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari satu pihak saja.
Kemitraan PPP sejatinya merupakan komitmen bersama untuk menyelesaikan
sebuah permasalahan bersama mengarahkan keberbagai sumberdaya dan kapasitas
yang memiliki para pihak yang terlibat. Untuk memperjelas perbedaan antara

dengan kerjasama lainnya maka lienhard menyebutkan karakteristik dari

kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.




Bentuk kerjasama setidak-lidaknya melibatkan pemerintah dan satu lembaga

swasta.

a) Kerja sama di lakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara
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aga meliputi aspek
sumberdaya dan tanggung jawab, manfaat yang akan di terima maupun resiko
yang akan di hadapi sehingga membutuhkan interaksi yang cukup dalam
mengarahkan pada orientasi jangka panjang dari pihak yang terlibat, berikut ini
merupakan tabel yang menjelaskan secara rinci perbedaan antara kemitraan

dengan kerja sama antara kemitraan dan non-kemitraan.
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Tabel 4.3 .Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Ciri — Ciri Tipe Kerja sama Pemerintah dan Swasta
Kemitraan Non kemitraan

Sifat Kerjasama Kolobaratif Swastanisasi, outsorcing

Intensitas inggi

Jangka waktu

KedudukanPara Pihak

dalam jangka waktu tertentu.

Problematik dalam birokrasi dan tingginya tuntutan masyarakat akan
pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan model pemerintahan vang baru.
Bentuk birokrasi pemerintah, yang hirarki yang saat ini, menjadi model dalam

menjalankan pelayanan publik dan upaya mencapai tujuan dalam kebijakan

publik, perlu bertransformasi dalam pada jejaring pemerintahan, sebagai bentuk




baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini sejalan dengan,

meningkatnya kompleksitas kekuatan masyarakat, dalam menuntutkan

kepentingan-kepentingannya dalam , kerangka demokrasi dimana perlu

lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka dari
pemerintah harus melakukan pengawasan. Pemerintah merupakan bagian dari
masyarakat, dan masyarakat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama
dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, kota maupun
pelosok atau di tempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Wawancara Pak Lurah Empoang menyatakan.
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Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan
strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan

taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota,

Empoang menyatakan bahwa;

“'Di Jeneponto memang harus ada tempat seperti ini (Ruang Terbuka Hijau),
ini akan menambah kesejukan di tengah-tengah kota. Kita tahu bahwa
Jeneponto adalah kota yang dikenal kering ataupun tandus utamanya dipusat
Kota Kabupaten Jeneponto. Dengan hadirnya Taman Turatea ini mampu
meminimalisir keadaan tersebut dan mampu menciptakan udara segar
ditengah keramaian. Kami selaku pihak Pemerintah akan tetap merawat dan
melestarikan (Ruang Terbuka Hijau ini) dan menghimbau kepada masarakat
untuk ikut menjaga Kelestarian Taman Turatea™,




Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Empoang sangat antusias menjaga kelestarian dan keindahan Taman Turatea dan
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta mengemplementasikan
Taman Turatea ini, karna pada hakikatnya Pemerintah dan Masyarakat
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan.




2. Swasta
Swasta adalah penjelasan dan kemitraan pelayanan publik. Hal ini juga

dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas

stakeholders sangat penting pada saat penyusunan ranah lingkungan untuk sebuah
perusahaan. Mereka menegaskan bahwa sistem pada ukuran penampilan

lingkungan (swasta dan masyarakat), perlu dimiliki karena adanya beberapa

kenyataan, selain mempunyai dampak ekonomi, dalam kegiatan juga mempunyai
dampak lingkungan sosial. menjadi pertanggungjawaban untuk kegiatan
lingkungan, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peraturan, insentif
dan denda, yang melibatkan pengelolaan lingkungan kedalam perusahaan




merupakan “upaya yang baik™ karena dapat mengurangi biaya secara langsung

atau meningkatkan reputasi secara tidak langsung,
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wujud kepedulian pihak swasta yang telah melaksanakan salah satu kegiatan yaitu
peduli, pihak swasta telah terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea yang sesuai
dengan salah satu unsur yang berperan dalam govermance, walaupun hanya
memberikan sumbangsi seperti itu namun pihak swasta telah berperan sesuai
fungsinya sebagai salah satu unsur atau stakeholder dalam governance.
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3. Masyarakat
Masyarakat merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip-prinsip

moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan

masyarakat, inisiatif dari individu
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faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang berkunjung ke

Taman Turatea, menyatakan bahwa

“Saya sering berkunjung di tempat ini, hampir setiap minggu saya datang
kesini, berekreasi di tempat Taman Turatea karena Taman Turatea ini unik
mempunyai pemandangan yang begitu indah, dan sejuk, itu di karenakan
dengan adanya pepohonan yang begitu hijau dan indah untuk dipandang mata
kemudian di tambah lagi dengan air kolamnya yang terdapat didalamnya,
vang membuat saya selalu ingin berkunjung ketempat ini” (Hasil
wawancara, TR,01/5/2022).




Antara masyarakat dengan pemerintah, dapat dilihat pada kerja sama
masyarakat swasta tentang pemeliharaan Taman Turatea yang dilakukan oleh

pihak pengelola yang berasal dari pemerintah itu sendiri. Sehubungan dengan itu,

pihak pemerintah tidak dapat m

i
masyarakat sehingga pengéle /

pembenahan dengan pengelola dari

alay

Oleh karena itu peran serta masvarakat sangat dibutuhkan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih
menitik beratkan pada pemberdayaan lingkungan yang bisa dikatakan paling
bagus dan diatas rat-rata. Keadaan sedemikian menjadikan sebuah Magnet bagi

pengunjung, dimana selayaknya kawasan wisata harus dapat memuat beberapa

aspek yang menjadikan wisatawan nyaman untuk berkunjung.
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Dari beberapa elemen yang terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea
seperti yang dijelaskan pada paragral sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
melalui tahap kolaborasi yang paling banyak berperan pada pengelolaan Taman
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Berdasarkan definisi yang ada beberapa pendapat menurut para ahli
tersebut di atas, bisa ditarik dalam sebuah kesimpulan bahwa partisipasi
merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan langsung oleh masyarakat,
dengan cara memberikan sumbangsih berupa (tenaga, pikiran maupun materi),



serta tanggung jawabnya terhadap setiap pengambilan sebuah keputusan demi

tercapainya sebuah tujuan, yang telah ditentukan bersama.
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| kedua unsur budaya secara structural.

Maka dalam mengelola ruang terbuka hijau, Pemerintah Kabupaten Jeneponto
harus mengembangkan ruang terbuka hijau yang dan tetap mempertahankan fungsi
dan luasannya untuk memenuhi persentase ruang terbuka hijau publik perkotaan vang
telah ditetapkan yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen), sedangkan lokasinya
dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.




Menurut United Nation Development Pogram (UNDP) mengemukakan

bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan
yang baik (good governance) adalah sebagai brikut :
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tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan menurut
dipratekkanya prinsip good governance.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan Taman Turatea dapat
disimpulkan bahwa partisipasi, pihak swasta, dalam pengelola adalah pihak
swasta memberikan hanya sebatas suport namun tidak ada program yang

berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada it




Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea, masyarakat sebagai
pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada seperti gasebo,
permainan anak-anak dan lain-lain, maka masyarakat dapat memberikan kritik

yang membangun, serta memberikan' solusi sehingga pengelolaan dapat lebih
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pertamanan. Schubungan dengan itu pemerintah tidak dapat melakukan
pengelolaan dan kebersihan melainkan harus mempunyai landasan hukum atau
Peraturan pemerintah yang sudah ada, yang di tetapkan oleh pemerintah
setempat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Aturan Hukum (Rule Of Law) merupakan,
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Kerangka atwran hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan,

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang aturan hukum

yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Rule Of Law sebagai suatu institusi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi
berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang
membutuhkanya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan
mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan scbagai alat menitoring dan
evaluasi. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap individu, untuk memperoleh informasi yang ada tentang penyelenggaraan




pemerintahan. yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan
pelaksanaanya serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi adalah adanya
kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan

spek kebijakan yang dibuat oleh

yang dimaksud dengan informasi
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dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama oleh pihak swasta dan masyarakat

dalam pengelolaa Taman Turatea di Kabupaten Jeneponto.




pengelolaan pembangunan Taman Turatea.
. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan

b

Taman Turatea adalah sebagai pengawas terhadap pemeliharaan Taman

Turatea bekerja sama dengan masyarakat.

|. Pemerintah yakni dinas peduli lingkungan hidup masih  perlu
memperhatikan aspek-aspek lain dalam hal pengelolaan Taman Turatea
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diantara lain seperti membenahi,dan menambah fasilitas yang dibutuhkan
oleh masyarakat.

2. Kinerja pengelola masih  perlu ditingkatkan ~ sehubungan  dengan

pemeliharaan taman yang belum terkordinir dengan baik, lanjut pada itu perlu
ditingkatkan kerja sama yang baik antara pengelola Taman Turatea dengan
dinas pertamanan dan kebersihan,

3. Masyarakat harus lebih teliti sebagai pengguna sekaligus pengelolaan Taman

Turatea akan lebih baik dari pada saat sekarang ini.




DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2001 Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung Citra
Aditya Bakti

N7/

ng
P Y

1y

‘v
79

Gunadi, 2009 Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Gadjah Mada University
Press. Yogvakarta.

Hakim, Rustam. Ruang dan RTH dalam htp://2000.wordpres.com diakses pada
tanggal 22 April 2012,

Mardiasmo, 1998. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah,
Yogyakarta: Andy Offset.




76

Muljono, Slamet, 2008. Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur
Pemerintah dalam Mewujudkan Good Environmental Governance.

Santosa, Edi, 2001. Kelembagaan Lingkungan Dalam Era Otonomi Daerah,
Semarang: Ghalia Indefesis

(Mg

MR O
W
7/
A

(/

5 ;"" N)»A"h. 7/

A

7/
R AR
“|;||ll::{/ )
2
-~ “,
= 2

7

—







78

— e ——




_‘ s .._!i'-l
s s O e W i -
. R s

== fr

79




80




81




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alarnat kanter: JUSulion Alauddm NO.259 Mokessar 90221 Tlp (041 1) BEE072,881 593, Fax 0411) 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebat namanya di bawah ini:

. Suitan Alauddin o 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Webslte: www.library.unlsmuh.ac.id
E-mail : perpustakasniinunisuulac, (d




